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UCAPAN TERIMA KASIH

kebaikan dan kemurahan yang dikaruniakan kepada saya sepanjang
hidup saya. Tuhan terlalu baik buat saya. Buku ini ditulis dalam
sebuah perenungan untuk memberikan persembahan khusus kepada Tuhan

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala

dalam kesempurnaanNYA yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang dikerjakan untuk
melaksanakan tri darma perguruan tinggi. Namun terlebih di dalam konteks
saat ini, pergulatan atas upaya pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang (money laundering) yang semakin hari semakin
menunjukkan tingkat kerumitannya. Eksistensi Lembaga Pengawas dan
pengatur sebagaimana diamanatkan di dalam Undang Undang Nomor
» Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
“encucian Uang yang memberikan rasa dan pendekatan yang berbeda dari
cengaturan sebelumnya.

Buku ini diterbitkan di dalam rangka perayaan Dies Natalis Univer-

:as Surabaya (UBAYA) secara umum dan Fakultas Hukum secara khusus

:ng ke-50 tahun, instansi tempat mendarmabaktikan pendidikan, pengeta-

i1, dan kecintaan akan dunia pendidikan bagi generasi bangsa Indonesia
-1nta.

Ucapan terima kasih dihaturkan kepada semua pihak yang telah
vadi pendorong dan penguat bagi penulis yang tidak ada pamrih.
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KATA PENGANTAR

cucian Uang/ Anti Money Laundering (APU/AML) memegang peran

Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dalam konstalansi Anti Pen-

penting akan terciptanya kepatuhan. Regime yang dibangun tidak

<aia menekankan pada pentingnya sisi pencegahan dan pemberantasan

1alam konteks pendekatan hukum, tetapi juga meletakkan pada pentingnya

~angunan kepatuhan. Pada ketentuan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 1 angka 18

_ndang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberan-
-<an Tindak Pidana Pencucian Uang (disingkat UU PPTPPU), maka diten-
- kan mengenai mekanisme pengawasan kepatuhan. Tentu saja hal ini tidak

. pat dinafikan akan peran aktif dari pihak pelapor, dan lembaga penga-

2= dan pengatur. Selain itu juga di dalam berbagai ketentuan di dalam UU

°TPPU.

Bangunan yang disajikan di dalam UU PPTPPU adalah bangunan ide-

. -aimana keterhubungan pihak pelapor - lembaga pengawas dan pen-

_ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terse-

-arus berjalan. Namun demikian dalam perjalanannya, tidak semua hal

iapat terwujud mengingat berbagai kendala seperti halnya bagaimana

ordinasi dan adaptasi yang seharusnya berjalan. Hal tersebut den-

-ngingat pada peran baru pihak pelapor dalam keterlibatan aktif pada

. PLU/AML ini. Bukan hal yang lazim untuk dapat langsung meneri-

--< baru, yang paling tidak akan mengubah

kebiasaan yang dulu di-
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rasakan sudah berjalan dengan enak (menurut pandangan pribadi). Namun
demikian Peran Pihak Pelapor menjadi sangat sentral dalam proses ini.

Proses pembentukan LPP juga tidak dapat langsung dilaksanakan
mengingat banyak hal yang dipertimbangkan. Hal tersebut dimaksudkan
bagaimana koordinasi maupun supervisi yang diciptakan untuk keberhasilan
rezim Anti Pencucian Uang yang efektif dan efisien. PPATK sebagai Financial
Intelligence Units (FIU) Indonesia bagaimanapun harus menjadi garda utama
dalam proses partisipasi yang dibangun oleh UU PPTPPU.

Buku ini hendak mengurai bagaimana pentingnya mekanisme
kepatuhan, yang selanjutnya berada pada tangan LPP serta Pihak Pelapor,
di samping PPATK. Koordinasi dan supervisi harus berjalan dengan
sangat baik karena banyak hal yang tidak akan dapat dilaksanakan tanpa
komunikasi, koordinasi, dan supervisi. Tindak Pidana Pencucian Uang
bukanlah suatu tindak pidana yang mudah diurai dan dikenali, apalagi
ditegakkan. Namun demikian diharapkan dengan rezim yang diadopsi
dalam UU PPTPPU, berdasarkan berbagai ketentuan Internasional, dapat
memberikan penguatan pada proses penegakan hukum anti pencucian
uang itu sendiri.

Semoga buku yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi para
pembaca yang memiliki keinginan yang sama untuk berperan aktif sebagai
warga negara yang baik dalam anti pencucian uang, yaitu dengan memiliki
pengetahuan lebih mengenai pentingnya rezim anti pencucian uang ini.
Buku ini tentu jauh dari sempurna, yang hanya berani menawarkan sedikit
perbedaan dengan pembahasan yang ada pada buku lainnya. Eksistensi dan
peran Lembaga Pengawas dan Pengatur pada Rezim Anti Pencucian Uang
diharapkan memberikan sumbangsih pada kekayaan khasanah pengetahuan
di bidang anti pencucian uang.

Penulis
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PENDAHULUAN

na pencucian uang merupakan salah satu jenis tindak

> berkembang dengan pesat sekaligus menimbulkan
wcaman vang sangat membahayakan apabila tidak dicegah

ngan tuntas. Tindak Pidana Pencucian Uang pada awal
sap sebagai perbuatan yang tidak melanggar hukum,
serbuatan yang mengandung resiko (bedriftresico). Namun
ssa-bangsa menyadari bahaya pencucian uang akibat
~eredaran narkotika, maka disepakati bahwa setiap upaya
> vang berasal dari Tindak Pidana Narkotia dinyatakan
~dak pidana. United Nations Convention Against Illicit Traffic in
i Psychotropics Substances atau yang dikenal dengan Vienna

b

* melarang setiap perbuatan pencucian yang dilakukan atas

12 di bidang narkotika dan psikotropika. Konvensi tersebut
“fikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7
wtang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit
Drugs and Psychotropic Substances 1988. Terkait dengan hal

{anthovani dan R. Narendra Jatna mengemukakan sebagai

1980-an praktik pencucian uang sebagai suatu tindak
:h menjadi pusat perhatian negara-negara maju, seperti
2 vang tergabung dalam G-8, terutama dalam konteks
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kejahatan peredaran obat-obatan terlarang (psikotropika dan narkotika).
Hal ini karena adanya kekhawatiran akan dampak negatif dari
penyalahgunaan obat-obatan terlarang di masyarakat serta dampak
lain yang mungkin ditimbulkannya. Keadaan ini kemudian menjadi
perhatian serius banyak negara untuk melawan para pengedar obat-
obatan terlarang melalui hukum dan peraturan perundang-undangan
agar mereka tidak dapat menikmati uang ‘haram’ hasil penjualan obat-
obatan terlarang tersebut.!

Money laundering atau pencucian uang merupakan skema tindak
pidana yang dilakukan dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul suatu
hasil tindak pidana. Dengan kata lain pencucian uang akan menghilangkan
jejak bahwa uang atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau orang
lain itu sesungguhnya berasal dari suatu tindak pidana. Objek tindak
pidana pencucian uang sesungguhnya adalah harta atau uang hasil tindak
pidana, dan eksistensinya adalah sebagai suatu tindak pidana lanjutan
(follow up crime). Sebagai suatu tindak pidana lanjutan, maka tindak pidana
pencucian uang pasti membutuhkan adanya suatu tindak pidana asal, tetapi
hal tersebut tidak mutatis mutandis pembuktian ada atau tidaknya tindak
pidana pencucian uang bergantung dengan dibuktikan bersalahnya suatu
tindak pidana asal. Perspektif bahwa tindak pidana pencucian uang adalah
bersifat sui generis ditempatkan tidak saja secara teoritis, tetapi juga secara
praktik bahwa pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak bergantung
pada diputus bersalah atau tidaknya seseorang atas dasar suatu tindak
pidana asal.

Perkembangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia juga
semakin pesat seiring dengan semakin canggihnya perkembangan
teknologi, yang memungkinkan para pelaku tindak pidana asal berupaya
sedemikian rupa menyembunyikan atau menyamarkan atau mengaburkan
asal usul atau keberadaan hasil tindak pidana asal. Pengaturan tentang
larangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut dengan UU PPTPPU),

1 Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna. 2011. Rezim Anti Pencucian Uang dan Perole-
han Hasil Kejahatan di Indonesia, Jakarta: Malibu, h. 17
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SELUK BELUK TENTANG
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(MONEY LAUNDERING)

oney Laundering yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan
sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu tindak
pidana yang sifatnya unik. Tindak pidana ini tidak saja sulit
~2hami karena sifat dan batasannya yang masih sangat abstrak, tetapi juga
<istensinya. Tindak pidana pencucian uang disepakati secara internasional
~agai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri (sui generis), sekalipun
-m pemahaman tidak mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau
-k ada suatu tindak pidana asal. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana
\-ucian uang akan dilakukan hanya terhadap harta kekayaan hasil tindak
-na asal. Dengan kata lain, proses pencucian uang sebenarnya hanya
-+ dilakukan atas hasil tindak pidana (proceeds of crine).

~ecara Internasional keberadaan tindak pidana pencucian uang
ndak pidana atas hasil tindak pidana (proceeds of crime) dibedakan
-onsi dan penamaannya. Hal tersebut dapat ditelusuri dari adanya
-nsi atau Peraturan perundang-undangan tentang Proceeds of crime,
2 juga tentang Money Laundering. Pada kenyataannya banyak negara
1 model pengaturan yang berbeda-beda. United Kingdom memilih
1dangkan Proceeds of Crime Act (POCA), sedangkan Indonesia memilih
.tan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
1aan tindak pidana pencucian uang pada hakikatnya berkembang
~enggunaan pendekatan follow the money.
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THE FATF
'FINANCIAL ACTION TASKS FORCE)
DAN PERKEMBANGANNYA

SEJARAH FINANCIAL ACTION TASKS FORCE (FATF)

clalui lama www.fatf-gafi.org, dijelaskan bahwasannya Financial
w.{;tion Tasks Force (yang kemudian disebut dengan FATF)
- telah hadir cukup lama. Pada awalnya FATF dibentuk untuk
-~ an perhatian dan solusi atas perdagangan global atas obat-obatan

-~ “lamun saat ini FATF telah berkembang menjadi bagian dari

-~z meletakkan standar global untuk perwujudan perlindungan

- nasional dari resiko dan bahaya tindak pidana pencucian uang,

- 2ana pendanaan terorisme, perdagangan narkotika, psikotropika,

- berbahaya lainnya, berbagai macam tindak pidana lainnya

—-Lin berkembang, yang memerlukan perhatian dan komitmen

~21 untuk upaya pencegahan dan pemberantasannya.

i Buku 25 years and beyond, dapat dipahami lebih jelas
hagaimana cksistensi FATF, kesulitan, pencapaian, maupun
~zva-upaya yang masih harus dihadapi mengingat tantangan
—=+ besar. Saat ini negara-negara telah berusaha melaksanakan
-pava dan mengambil langkah-langkah yang penting untuk
sistem keuangan dari pelbagai pihak serta sarana apapun
-+ melawan hukum. Hal tersebut terbukti dengan tidak

wrentinva perkembangan modus tindak pidana, dan semakin




- Bab 4

KEPATUHAN PENYEDIA JASA
KEUANGAN DAN PENYEDIA BARANG
DAN/ATAU JASA LAINNYA

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya,
Skepatuhan menjadi mekanisme yang sangat penting dalam rezim
anti pencucian uang, termasuk pula di Indonesia. Kepatuhan ini harus
~r dengan jelas oleh keberadaan Lembaga Pengawas dan Pengatur yang
-~nva akan menjadi Supervisor akan kepatuhan para pihak pelapor atas

zjiban pelaporan.

Untuk hal tersebut, ketentuan FATF Recommendation 2012 updated
~—ary 2018 tentang Standar Internasional dalam melawan Tindak
-2 Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme menjadi pedoman.
—endasi Nomor 26 memberikan kewajiban kepatuhan atas Regulation
Supervision, dengan penjelasan sebagai berikut:
~ntries should ensure that financial institutions are subject to adequate regu-
~+ion and supervision and are effectively implementing the FATF Recommen-
~=ons. Competent authorities or financial supervisors should take the neces-
-~ legal or regulatory measures to prevent criminals or their associates from
ding, or being the beneficial owner of a significant or controlling interest, or
ing a management function in, a financial institution. Countries should not
—ove the establishment, or continued operation, of shell banks.

- financial institutions subject to the Core Principles, the regulatory and
~orvisory measures that apply for prudential purposes, and which are also
—ant to money laundering and terrorist financing, should apply in a simi-
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EKSISTENSI, KEWENANGAN DAN
FUNGSI LEMBAGA PENGAWAS DAN
PENGATUR DALAM PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG

-1 LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR ATAS PIHAK
PELAPOR MENURUT UU PPTPPU

ezim anti pencucian uang yang terlihat di dalam UU PPTPPU adalah
Rpada pelaksanaan fungsi kepatuhan dari pihak pelapor, yang akan
diawasi serta dinilai oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP).
~-hagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, mekanisme kepatuhan
~ vang menjadi poin penting agar nasabah dan/ atau pengguna jasa
sinergi untuk menghasilkan sebuah ketaatan dan penjatuhan sanksi
->hila memang dibutuhkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur apabila
qjadi pelanggaran.

Pengawasankepatuhan menjadimekanismeawal yangharusdilakukan

-h pihak pelapor sebagaimana dimaksudkan di dalam ketentuan Pasal 1

-zka 17 dan 18 UU PPTPPU. Mengenai Pengawasan Kepatuhan diatur di
am ketentuan Pasal 31 - Pasal 33 UU PPTPPU.

Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk Pihak Pelapor sebagaimana
aksudkan dalam UU PPTPPU dapat dimengerti dari tabel sebagai

-kut:
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KONSTRUKSI HUKUM DISTRIBUSI
KEWENANGAN, DAN FUNGSI
LEMBAGA PENGAWAS DAN
PENGATUR

dan Pengatur sebagaimana dikehendaki oleh UU PPTPPU, UU

Bank Indonesia, dan UU OJK sesungguhnya masuk dalam kategori
delegasi. Pendelegasian tersebut ditentukan di dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Konsep wewenang yang terjadi dalam konteks Lembaga Pengawas

Konstruksi distribusi kewenangan dan fungsi yang pertama adalah
sebagaimana yang dimaksudkan di dalam ketentuan Pasal 30 UU PPTPPU,
yaitu dalam hal pengenaan sanksi administrasi. Ketentuan Pasal 30 [8]8]
PPTPPU memberikan konstruksi pembagian wewenang adalah dalam hal
pengenaan sanksi administratif. Memperhatikan ketentuan Pasal 30 ayat
(1) maka Lembaga Pengawas dan Pengaturlah yang akan melaksanakan
pengenaan sanksi administratif. Namun demikian, PPATK masih
memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan pada ayat (3) dan (4), yaitu
menentukan mengenai bentuk sanksi administratif yang harus dikenakan,
dan pengaturannya dilakukan melalui Peraturan Kepala PPATK.

Dengan demikian sekalipun Lembaga Pengawas dan Pengatur kelak
ada, penentuan sanksi administrasi tetap berada pada PPATK berdasarkan
mandat yang diberikan oleh UU PPTPPU. Konstruksi kewenangan di sini
adalah meliputi kewenangan yang sifatnya mandat, dan diperkuat dengan
Letentuan Pasal 30 ayat (4) yaitu penetapannya dilakukan dengan Peraturan
Kepala PPATK.
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Eksisnsi dan Peranan Lembaga Pengawas dan
Pengatur (LPP] Dalam Rezim Anti Pencuclan llang

Anti Pencucian Uang bukanlah hal baru untuk dibicarakan, tetapi keberadaannya selalu baru
setiap waktu. Tidak mudah memahami manifestasi dan proses pencucian uang itu sendiri.
Sekalipun Indonesia telah memiliki Undang-undang tentang anti pencucian uang semenjak
tahun 2002 dengan diundangkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang, dan kemudian diamandemen dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas
UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi di dalam hitungan
numerik, proses hukum atas tindak pidana pencucian uang bukanlah sebesar numerik jenis
tindak pidana asalnya.

Konstalasi baru akan peran aktif pihak baru dan berbagai mekanisme pelaporan dan
kepatuhan, yang dibangun dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang menggantikan undang-undang
lama) sedikit banyak menuntut kepedulian pihak-pihak yang dibebankan oleh Undang-undang
untuk bersama dalam membangun rezim pengawasan dan kepatuhan ini. Peran serta semua
elemen bangsa juga diyakini dapat mengefektifkan rezim anti pencucian uang, termasuk para
pembaca pada buku ini.

Go Lisanawati adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya
semenjak 2003. Mengajar bidang ilmu yang berada pada rumpun hukum
pidana membuat penulis mendedikasikan keilmuan pada bidang tersebut.
Berbagai paper, artikel baik yang diterbitkan pada jurnal internasional dan
jurnal nasional telah memberikan penguatan kepada penulis untuk
memilih kepakaran di bidang ini. Anti pencucian uang telah menarik
perhatiannya semenjak tahun 2005, dan kemudian diwujudnyatakan

I melalui penulisan disertasi yang telah dipertahankan pada tahun 2010 lalu
pada pendldlkan S-3 di Universitas Brawijaya. la juga konsisten di dalam berperan aktif pada
upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana di
dunia maya itu sendiri. Beberapa kesempatan telah diterima olehnya untuk memperkuat
kepakarannya, yaitu pernah bergabung dalam Expert Group Meeting PPATK, terlibat diskusi
dengan KPK, serta beberapa instansi lainnya, yang telah memberikan pengalaman sekahgus
kesempatan untuk memberikan beberapa pemikiran bagi instansi, bangsa dan negara. la juga
masih aktif melakukan berbagai kolaborasi dengan kolega dari luar negeri untuk menulis
maupun penelitian, ataupun sekedar melakukan diskusi dan inisiasi.
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